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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.1/ 5&9!1“1“

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK) PGRI 2 KAMUNDAN

EEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN FEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang : a Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
supsana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi  dirinva untuk memiliki  kekuitan mental
spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta
keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetabuan dan teknologi
yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya
bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin
operasional ;

c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang
bergerak diberbagai pendidikan formal dan non formal yang dapat
membantu anak usia dim untuk menempuh pendidikan formal;

d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal
perlu  diatur denpan Surat Keputusan _ﬁfpﬂlﬂ Dinas Pendidikan
. Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni,



Mengingat

. Undang-undang nomor 20 tahum 2003 tentang Sistem Pendidikan

Masional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Nomor : 4301;

. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah

Daerah;

. Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan {

. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sehagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penpelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
MNomor 66 Tahun 2010 lentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun E-EIIU Momor
112, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001, Nomor 135,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia nomor 4151)
sebagaimana ielah diubah dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Pﬂpﬁ menjadi undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4884 );

. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarmi, Kerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang,




9,

Yahukimo, Tolikara, Waropen, Asmat, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomeor 129,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

Peraturan Pemernintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lgmbaran Negara Republik Indonesia MNomor 4496)
scbagaimana telah beberapa kali diubsh, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 5670)

10, Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

12,

13.

1%

15,

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintiah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemeriniah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerash sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007);

Peratufan Dastah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Diaerah (Lembaran Darah Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor 57, Tagbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30};

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tantang
Pedoman Pendirian Sekolah;



16, Peraturan Menteri Pendidikan Hasivnal Republik Indopesia MWonios 58
Trbnm 2005 teniang Stondar Pendsdiknn: Aeak Usin Dink,

17, Perahsran Menteri Pendidikun Masional Repoblik Indonesio. Hoeor 75
‘['ahan M1 16 peang Kol Sekaleh;

L& Persturam Pemerisish Momar 17 Tahun 2010 sentmg Penipidolasn dan
Perpelenggarnan  Pendidiken  ([Lembsran Wegam  Republik Indoncsea
Tahus 7010 Homer 23, Tambahan Lesbaran Megam Repoblik Indooesis
Memor 5105) scoagaimana telah dishab dengan Peraturan Pemerimizh
Mamer G Tohum 3010 femtong Perubahan aizs Feraumn Pemorintah
Momar 17 Tohum 20010 semizng Pengelodsan dan. Fenyelenggnrsn
Pendidikan {Lembamn Hegara Republik Indonesia Tohun 2010 Homar
112, Tambahan Lembesan Megem Regoblfi Tndonesia tomar 5157)

. MEMUTUSKAN

TERTAMA - Eetelah memenshi sezala syars vang dipesbukan dan heroperntivenl sxjak
Tohim 2008 makk berhek diberikan Jjin Operasiceal kepadn pams
enhaga:

Bumn + TE PGRE 2 EAMUNDAN
Sinfus ! SWASTA

Tahun Pendinan 1 DM FLALY M

Abamet EAMUMDAN

KELMIA ¢ Lembags Pendidikan Amak Udis Drini tecebul - delem  DIKTUM
PERTAMA diwsjiblan metakeanakan, mebayani dan mendngkalkan ma
pendidikan ;

EETIGA ¢ Jjin Operasivel (i dapat dimbet s ditrup sementars wikvu apabila

Yayasan/LembrzaPengelolaTutonPengasuh  mentelantarkan anik

didihnys dan oy Jembags 13k femjslankan wpss dan fungsing

sehapaimana mestinys;
KEEMPAT - 3jinCipemsional imi berlaku sejak Tangsal 20 Bulan Juli, Tahun 2020 dan
" becnkchir padn Tanggnl 20, Bubas Juli, Tehun 2022,




KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih

lanjut dalam Surat Keputusan tersendin.

KEENAM :  Surat Keputusan ini berlaku semk tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian han temyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

+ BINTUNI

» 20 JULT 2020

IMBAFU
DOBIR1993031009

Tem Yih. :

1. Bupati Teluk Bintuni;

2, Kabag. Hukum Sctda Kabupaten Teluk Bintuni;

3. Pengawas TK ;

4, Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;

5, Yang bersangkutan untuk di ketahui;

6. Arsip
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